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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta”ala, atas 

semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya lah sehingga penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2025 ini, 

sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan 

laporan atas pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah 

disetujui. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini tak kan terwujud tanpa 

bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala 

kerendahan hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai 

yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya dan semua pihak yang telah 

membantu terlaksananya semua kegiatan dan program dengan baik. 

Sehingga diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 

Kecamatan Selebar  Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dapat menggambarkan 

hasil – hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan dan program di Kecamatan 

Selebar . 

  Bengkulu,    Januri 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 



IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pada tahun 2025 ini, Kantor Kecamatan Selebar  telah melaksanakan 5 

(lima) Program. Seluruh program tersebut direncanakan sebagai bagian dari 

Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 5 (lima) sasaran atau dengan kata 

lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan 

Rencana Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 

5 (lima) program yang telah ditetapkan adalah 83%. Keberhasilan ini 

disumbangkan oleh 3 (Tiga) program yang berhasil mencapai tingkat capaian 

sasaran di atas 90%. Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai 

berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Selebar telah menganggarkan pembiayaan 

seluruh kegiatannya sebesar Rp.   13.564.198.039 ,- dengan realisasi penyerapan 

sebesar Rp. 12.295.954.800 ,- atau 90,65 %. Dari total anggaran tersebut pada 

dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk 

membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.  

Dengan  Demikian  akuntabilitas kinerja 2025 sudah dirasa mengarah 

kepada tingkat optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para 

pegawainya, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan 

melakukan pemecahan guna terciptanya suatu hasil kinerja yang produktif dalam 

skala yang representatif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Gambaran Umum Organisasi 

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1986 

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dan Daerah Tingkat II Bengkulu 

Selatan Tanggal 11 Oktober 1986,  BAB II Pasal 6, yang berbunyi “Untuk 

terwujudnya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang semua terdiri dari 2 wilayah 

Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka 

dihapuskan dan ditata kembali menjadi 4 wilayah Kecamatan baru”, yaitu 

Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Gading 

Cempaka, dan Kecamatan Selebar. 

Pada tahun 2003, Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah. Kota 

Bengkulu yang semula terdiri dari 4 kecamatan dengan 17 desa dan 38 kelurahan 

dimekarkan menjadi 8 kecamatan dengan 67 kelurahan. Pembentukan kecamatan 

dan kelurahan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 28 

Tahun 2003. Berdasarkan Perda No 28 Tahun 2003 tersebut, secara administratif, 

Kota Bengkulu terdiri atas 8 Kecamatan 67 Kelurahan yaitu : 

1. Kecamatan Selebar dengan 6 Kelurahan; 

2. Kecamatan Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan; 

3. Kecamatan Gading Cempaka dengan 11 Kelurahan; 

4. Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan; 

5. Kecamatan Ratu Agung 8 Kelurahan; 

6. Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan; 

7. Kecamatan Sungai Serut 7 Kelurahan; 

8. Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan; 

Kemudian terakhir ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu 



Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan Dan Kecamatan Dalam 

Wilayah Kota Bengkulu, terdiri dari 9 Kecamatan dan 67 Kelurahan, yaitu : 

1. Kecamatan Gading Cempaka 5 Kelurahan; 

2. Kecamatan Ratu Agung 8 Kelurahan; 

3. Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan; 

4. Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan; 

5. Kecamatan Sungai Serut 7 Kelurahan; 

6. Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan; 

7. Kecamatan Selebar dengan 6 Kelurahan; 

8. Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan; 

9. Kecamatan Singaran Pati dengan 6 Kelurahan; 

 

Struktur Organisasi Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 

Dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan 

Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu pada Pasal 2 disebutkan bahwa 

Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah, dan pada Pasal 3 disebutkan bahwa Susunan Organisasi 

Pemerintah Kecamatan terdiri dari : 

1. Kepala Kecamatan; 

2. Sekretariat; terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan  

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

5. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan; 

6. Seksi Kesejahteraan Sosial; 

7. Seksi Pelayanan Umum; 

 



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN 
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Kemudian pada Pasal 5 disebutkan bahwa Kelurahan dipimpin oleh kepala 

kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung 

jawab kepada camat, dan pada Pasal 6 disebutkan bahwa Susunan Organisasi 

Pemerintah Kelurahan terdiri dari : 

1. Kepala Kelurahan; 

2. Sekretariat; 

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum; 

4. Seksi Pembangunan; 

5. Seksi Pelayanan Umum 

  



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN 
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Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah sebagai 

berikut : 

1. Camat 

Tugas Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan baik; 

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud situasi yang kondusif; 

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 

Walikota sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan dengan baik; 

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan terkoordinasi 

dengan baik; 

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan baik; 

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan 

lancar; 

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Pemerintahan Daerah Kota yang ada di kecamatan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar urusan dapat berjalan dengan baik; 

9. Melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 



 

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat 

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk 

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kota. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai 

fungsi : 

1. Penyusunan Program di Kecamatan; 

2. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan 

Pelayanan Umum; 

3. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di wilayah kecamatan; 

4. Pelayanan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam 

perumusan kebijakan bagi Walikota; 

5. Pelaksanaan administrasi kecamatan; 

6. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pelayanan lintas kelurahan; 

7. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan lintas sektor; 

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di kecamatan; 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya; 

2. Sekretariat Kecamatan 

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, 

penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan 

kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat 

Kecamatan mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan kecamatan; 

2. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan bidang tugas sekretariat kecamatan; 

3. Pelayanan administrasi kecamatan, kerumahtanggaan, administrasi 

kepegawaian dan administrasi keuangan; 

4. Pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian; 

5. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan masyarakat; 



 

6. Penataan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 

7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

8. Pembinaan administrasi sekretariat kecamatan; 

9. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat; 

10. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan sub bagian di lingkungan 

sekretariat; 

11. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait; 

12. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas; 

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan; 

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. Mengelola keuangan pemerintahan kecamatan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk tertibnya administrasi keuangan; 

4. Melakukan pengelolaan gaji, tunjangan, uang lembur, Taspen pegawai 

Pemerintahan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran penerimaan gaji, tunjangan, uang lembur, Taspen pegawai; 

5. Melakukan perhitungan, penagihan, penyetoran PPn/PPh sesuai 

ketentuan yang berlaku agar penyetoran PPn/PPh dapat dilaksanakan 

tepat pada waktu; 

6. Melayani pemeriksaan keuangan oleh aparatur pengawas fungsional 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pemeriksaan 

berjalan lancar; 

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub 

Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar kegiatan tepat sasaran; 



 

8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 

lancar; 

9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. Mengelola ketatausahaan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan tertib administrasi; 

4. Mengelola barang inventaris /aset pemerintahan kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar lebih tertata dan berdayaguna; 

5. Menyiapkan administrasi dan keperluan rapat di Kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan rapat berjalan lancar; 

6. Mengelola urusan rumah tangga pemerintahan kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, 

meliputi : 

a. Melaksanakan tugas keprotokolan; 

b. Mengelola dokumentasi; 

c. Mengelola kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan tata ruang; 

7. Menyiapkan data/informasi/statistik di lingkungan Pemerintahan 

Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan 

kegiatan; 

8. Mengelola dan memfasilitasi urusan kepegawaian pemerintahan 

kecamatan dan kelurahan meliputi : 



 

a. Mengelola administrasi pegawai; 

b. Mengusulkan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, 

sumpah pegawai, ujian dinas, promosi, mutasi, penghargaan, 

pemberhentian dan pensiun; 

c. Mengusulkan pembuatan kartu TASPEN, KARPEG, KARIS dan 

KARSU; 

d. Membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Sasaran Kerja Pegawai; 

9. Mengelola daftar hadir pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

memantau tingkat disiplin pegawai; 

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat 

sasaran; 

11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 

lancar; 

12. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub 

Bagian Umum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

3. Seksi Pemerintahan Kecamatan 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi; 

4. Membantu melaksanakan pemungutan Pajak Bumi Bangun dan pajak-

pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

prosentase pembayaran Pajak Bumi Bangunan; 



 

5. Memfasilitasi kegiatan forum koordinasi pimpinan Kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan; 

6. Memfasilitasi kegiatan pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan 

membantu penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan; 

7. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk memenuhi kepentingan masyarakat; 

8. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan pembinaan berjalan lancar; 

9. Melaksanakan kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat, lembaga 

masyarakat terkait dalam setiap kegiatan kelurahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; 

10. Melaksanakan pengolahan data yang menjadi urusan Seksi Pemerintahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk bahan pelaksanaan kegiatan; 

11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pemerintahan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran; 

12. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

13. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih 

terarah dan berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 



 

3. Mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

4. Melaksanakan pembinaan ketentraman, ideologi negara dan politik dalam 

negeri sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan ketertiban; 

5. Menyelenggarakan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 

Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas; 

6. Mengelola penyelenggaraan keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keamanan dan 

ketertiban; 

7. Memberikan rekomendasi pada surat permintaan pelayanan keamanan 

dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan; 

8. Menerbitkan surat Izin Keramaian, Partai Politik, Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Bersih Diri, Surat Izin Penelitian, 

Surat Keterangan Penelitian, Surat Rekomendasi Perekaman di kecamatan 

lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dan 

peningkatan pelayanan; 

9. Memfasilitasi kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran; 

11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

12. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pada atasan; 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

 

 

 



 

5. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kecamatan 

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pembangunan 

Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 

lebih terarah dan berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi; 

4. Mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pembangunan Masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba kelurahan tingkat kecamatan, 

kota maupun provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan lomba; 

6. Memfasilitasi kegiatan pembinaan pembangunan bidang sarana dan 

prasarana fisik, perekonomian dan produksi di tingkat Kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan; 

7. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pembinaan 

lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan pembinaan 

berjalan lancar; 

8. Memfasilitasi pemanfaatan ruang diwilayah kecamatan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk tertib penataan ruang; 

9. Menerbitkan rekomendasi IMB dan HO sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai syarat untuk penerbitan IMB dan HO; 

10. Mengelola kebersihan, keindahan dan pertamanan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk keindahan lingkungan; 

11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pembangunan 

Masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat 

sasaran; 

12. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 



 

13. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pembangunan Masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

6. Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah 

dan berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. Memfasilitasi pengawasan kegiatan program pendidikan dan pelatihan 

generasi muda, Karang Taruna, Organisasi Kemasyarakatan, Raskin, 

keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita sesuai 

ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran; 

4. Memberikan rekomendasi surat permintaan pelayanan dibidang 

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelayanan; 

5. Menerbitkan Surat Keterangan Belum Nikah, Surat Keterangan Ahli Waris, 

Surat Keterangan Tidak Mampu, Dispensasi Nikah sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

6. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan program 

kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran kegiatan; 

7. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan; 

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan wajib belajar sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 

9. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; 



 

10. Mengkoordinasikan pembinaan lembaga adat sesuai ketentuan yang 

berlaku agar kegiatan pembinaan berjalan lancar; 

11. Mengkoordinasikan penanggulangan masalah sosial sesuai ketentuan 

yang berlaku agar kegiatan penanggulangan masalah sosial berjalan 

lancar; 

12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan 

Sosial sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran 

13. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

14. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

7. Seksi Pelayanan Umum Kecamatan 

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. Memberikan rekomendasi pada pelayanan perizinan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelayanan; 

4. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan 

dan catatan sipil; 

5. Memfasilitasi penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat 

Pindah, Surat Keterangan KTP-e dalam proses sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil; 

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Umum 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran; 



 

7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

8. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pelayanan Umum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

8. Lurah 

Tugas Kepala Kelurahan adalah menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan meliputi : 

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

2. Melakukan pemberdayaan masyarakat; 

3. Melaksanakan pelayanan masyarakat; 

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum; 

5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; 

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Kepala Kelurahan mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kota di wilayah Kelurahan; 

2. Penyiapan Informasi mengenai wilayah Kelurahan yang dibutuhkan dalam 

perumusan kebijakan bagi Walikota; 

9. Sekretariat Kelurahan 

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan bidang tugas kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

3. Membuat usulan pengadaan kebutuhan operasional kantor sesuai 

ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 



 

4. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan; 

5. Mengelola administrasi kepegawaian kelurahan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tertib dan akurat; 

6. Mengelola administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar 

tertib dalam penggunaan; 

7. Menyiapkan administrasi dan keperluan penyelenggaraan rapat-rapat di 

kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan; 

8. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat 

pemerintahan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

9. Mengelola data yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan 

kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan 

kegiatan; 

10. Menyusun dan menginventarisir aset-aset kelurahan sesuai ketentuan 

yang berlaku supaya tertib dan terpelihara; 

11. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan umum 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat; 

12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat kelurahan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran; 

13. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

14. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan; 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran kegiatan; 

 

 

 

 



 

10. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan 

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan 

Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan lebih 

terarah dan berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah kelurahan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi; 

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset Pemerintah Kota dan 

kekayaan pemerintah lainnya di tingkat kecamatan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tertib dan terpelihara; 

5. Melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga dan 

Rukun Tetangga; 

6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; 

7. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan; 

8. Membantu melaksanakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan dan pajak 

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah masyarakat 

dalam pembayaran; 

9. Memberikan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas kepada RT/RW 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keamanan dan 

ketertiban; 

10. Memfasilitasi pelaksanaan kesadaran hukum dan penegakan Perda sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat; 

11. Menyiapkan tempat-tempat strategis pembuatan Pos Komando 

Penanganan Bencana Alam dan Pos Keamanan Lingkungan di bawah 

koordinasi Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban; 



 

12. Membuat peta rawan bencana dan peta rawan kejahatan sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan evakuasi; 

13. Membantu Kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi kepada 

masyarakat yang usahanya belum memilki izin dari pemerintahan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar; 

14. Memberikan peringatan dini bahaya bencana terhadap masyarakat sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kesiapsiagaan masyarakat terhadap 

bencana; 

15. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana 

alam dan pemulihan akibat bencana alam di lingkungan kelurahan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mengantisipasi bencana; 

16. Memberikan pembinaan terhadap personil ketentraman dan ketertiban 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas personil; 

17. Melasanakan pelayanan administrasi pertahanan sipil sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk memenuhi kepentingan masyarakat; 

18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pemerintahan dan 

Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat 

sasaran; 

19. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

20. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pemerintahan dan Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran kegiatan; 

11. Seksi Pembangunan Kelurahan 

Seksi Pembangunan mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 



 

3. Melaksanakan pembinaan kegiatan perkoperasian, pengusaha ekonomi 

lemah dan kegiatan perekonomian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat; 

4. Melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga 

berencana dan pendidikan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat; 

5. Membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan serta menjaga dan 

memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk menjaga kenyamanan lingkungan; 

6. Melaksanakan pelayanan administrasi di Bidang Perekonomian dan 

Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk membantu 

masyarakat dalam mengembangan perekonomian; 

7. Menyusun dan membuat Profil Kelurahan sesuai ketentuan berlaku 

sebagai bahan pelaksanaan kegiatan; 

8. Menggiatkan gotong royong, kebersihan, dan keindahan pada masyarakat 

Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kenyamanan 

lingkungan; 

9. Melaksanakan kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan perekonomian dan 

pelaksanaan pembangunan; 

10. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan; 

11. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, 

GSI, Posyandu, Karang Taruna, Risma sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

12. Membantu pelaksanaan pemungutan zakat, infaq dan sedekah sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

13. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia sesuai 

ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar; 



 

14. Membantu kecamatan melaksanakan kegiatan penuntasan kemiskinan, 

pemberdayaan perempuan, olah raga dan kepemudaan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar berjalan lancar; 

15. Mengelola data monografi pembangunan dan data yang menjadi urusan 

Seksi Pembangunan di Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan pelaksanaan kegiatan; 

16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pembangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran; 

17. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

18. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran kegiatan; 

12. Seksi Pelayanan Umum Kelurahan 

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar; 

2. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. Memberikan rekomendasi pada pelayanan perizinan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk memberi kemudahan dan kelancaran pelayanan pada 

masyarakat; 

4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk memenuhi kepentingan masyarakat; 

5. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 

sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan masyarakat dalam 

mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil; 

6. Mengelola data yang menjadi urusan Seksi Pelayanan Umum sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan; 



 

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Umum 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran; 

8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan 

Umum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pada 

atasan; 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

 

Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Selebar Kota 
Bengkulu 
 

Sumber Daya Manusia 

Adapun Sumber Daya Manusia yang ada pada Kecamatan Selebar Kota 

Bengkulu, menurut eselon dan jenjang kepangkatan adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Jabatan/Eselon 

Tabel 1.1 
Rekap Kepegawaian Berdasarkan Jabatan/ Eselon 

Pada Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tahun 2025 
 

No Jabatan Eselon 
Jumlah 

Pegawai 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Camat 
Sekretaris Kecamatan 
Kepala Seksi Kecamatan 
Kepala Subbagian Kecamatan 
Lurah 
Sekretaris Kelurahan 
Kepala Seksi Kelurahan 
Fungsional Umum Kecamatan 
Fungsional Umum Kelurahan 

III/a 
III/b 
IV/a 
IV/b 
IV/a 
IV/b 
IV/b 

- 
- 

1 
1 
4 
2 
6 
5 

13 
11 
20 

Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 

 

Dilihat dari Jabatan/ Eselon yang dimiliki Kecamatan Selebar Kota 

Bengkulu, terlihat bahwa tidak ada jabatan/ eselon yang kosong 

 

 



 

2. Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang 

Tabel 1.2 
Rekap Kepegawaian Berdasarkan Kepangkatan 

Pada Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tahun 2025 
 

No Pangkat Gol/ Ruang 
Jumlah 

Pegawai 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Pembina Tk.I 
Pembina 
Penata Tk.I 
Penata 
Penata Muda Tk.I 
Penata Muda 
Pengatur Tk.I 
Pengatur 
Pengatur Muda 
Pengatur Muda Tk I 

IV.b 
IV.a 
III.d 
III.c 
III.b 
III.a 
II.d 
II.c 
II.a 
II. b 

1 
0 

24 
18 
11 

6 
0 
2 
0 
1 

Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 
Orang 

JUMLAH 63 Orang 
 

Dari Kepangkatan dalam kepegawaian yang ada di Kecamatan Selebar Kota 

Bengkulu, didominasi oleh Pegawai dengan Golongan III, yang artinya rata-rata 

memiliki pendidikan Strata-1 (S1) 

 

Sumber Daya Modal 

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu memiliki kekayaan/ aset peralatan dan 

sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, beberapa sarana pendukung utama 

antara lain : 

Tabel 1.3 
Rekapitulasi Aset Tetap 

Kecamatan SelebarKota Bengkulu 
Tahun 2025 

 

No Aset Jumlah Kondisi 

1 Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit Baik 
2 Kendaraan Operasional (Ambulance) Roda 4 2 Unit Baik 
2 Kendaraan Dinas Roda 2 9 Unit Baik 
3 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket Baik 
4 Perlengkapan Meubelair  1 Paket Baik 

 

 



 

B. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah 

adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, 

khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen 

pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. 

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap 

seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara 

terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar 

dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang 

menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Perumusan  Permasalahan  untuk Penentuan Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai 

prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, 

khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk di dalamnya 

prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatori. 

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data 

kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini 

dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan 

menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. 

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan 

Selebar Kota Bengkulu yaitu Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasikan masalah 

dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah sebagai berikut : 

a. Masalah 

a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat bidang 

pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan 

kemasyarakatan; 



 

b) Belum optimalnya pemberdayaan kelurahan dan kemasyarakatan; 

b. Akar Masalah 

a) Belum optimalnya informasi tentang pelayanan publik kepada 

masyarakat; 

b) Kurangnya sarana prasarana pendukung; 

c) Masih Kurangnya Kapasitas dan Kualitas SDM Kelurahan; 

d) Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel 1.4 sebagai berikut 

Tabel 1.4 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah Pada Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 
  

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Belum Optimalnya 
Pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi 

Belum Optimalnya 
Pelayanan Kepada 
Masyarakat Di Bidang 
Pemerintahan, 
Pelayanan Umum, 
Pembangunan dan 
Kemasyarakatan 

Belum Optimalnya 
Informasi Tentang 
Pelayanan Publik Kepada 
Masyarakat 
Kurangnya Sarana 
Prasarana Pendukung 

Belum Optimalnya 
Pemberdayaan 
Kelurahan dan 
Kemasyarakatan 

Masih Kurangnya Kapasitas 
dan Kualitas SDM 
Kelurahan 
Belum Optimalnya 
Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan 

 

C. Isu- Isu Strategis Perangkat Daerah 

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan 

Selebar Kota Bengkulu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam 

menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa 

dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang di hadapi Kecamatan 

Selebar antara lain : 

1. Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 

masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi 



 

perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu 

penambahan peralatan dan perlengkapan kantor; 

2. Kurangnya sumberdaya aparatur yang berkualitas, sehingga banyak terjadi 

satu orang mengerjakan banyak tugas, untuk meningkatkan kinerja pelayanan 

masyarakat dan laporan-laporan perangkat daerah sehingga perlu dilakukan 

pelatihan-pelatihan terhadap aparatur yang ada; 

3. Kurangnya sumberdaya manusia, dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, 

untuk itu perlu dilakukan penambahan aparatur; 

4. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan 

dan pembangunan wilayah; 

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; 

6. Tingginya kerusakan infrastruktur seperti jalan lingkungan, sanitasi; 

7. Kebersihan lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang 

belum optimal; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHON KINERJA MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKINERJA 
TINGGI DAN AKUNTABEL 

 
IK : PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMANTAN 

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN 
 

IK : PERSENTASE PELAYANAN DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN & KEMASYARAKATAN YANG TEPAT WAKTU 

MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

 
IK: CAKUPAN PENYELENGGARAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

MENINGKATKAN KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM 
 

IK : CAKUPAN KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 
 

IK : Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 
dengan Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 
 

Terlaksananya Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 
 

IK : Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

Terlaksananya Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

 

IK : Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Terlaksananya Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan 

 

IK : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

yang Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan 

 

Terlaksananya Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Kelurahan 
 

IK : Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan Yang Terbangun 

Terlaksananya Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia danInstansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan 

 

IK : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan 

 

Terlaksananya Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat 

 

IK : Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Harmonisasi Hubungan dengan 

MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN 
 

IK : CAKUPAN PEMBERDAYAAN 
KEPADA MASYARAKAT 

MENINGKATKAN 
PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM 
 

IK : CAKUPAN STABILITAS 
PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

TERSELENGGARANYA KOORDINASI 
PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

PEMERINTAHAN DI TINGKAT 
KECAMATAN 

 
IK: PERSENTASE KOORDINASI 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN 
PEMERINTAHAN DI TINGKAT 

KECAMATAN TERPENUHI 

TERLAKSANANYA KOORDINASI 
UPAYA PENYELENGGARAAN 

KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

 
IK : PERSENTASE KOORDINASI 

UPAYA PENYELENGGARAAN 
KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM TERPENUHI 

TERLAKSANANYA 
PEMBERDAYAAN KELURAHAN 

 
IK : PERSENTASE KEGIATAN 

PEMBERDAYAAN KELURAHAN 
YANG DIKOORDINASIKAN 

TERPENUHI 

TERSELENGGARANYA 
PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM SESUAI 
PENUGASAN KEPALA DAERAH 

 
IK : PERSENTASE 

PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM SESUAI 
PENUGASAN KEPALA DAERAH 

TERPENUHI 

TERSELENGGARANYA URUSAN 
PEMERINTAHAN YANG TIDAK 

DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA 
PERANGKAT DAERAH YANG ADA 

DI KECAMATAN 
 

IK : PERSENTASE 
PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

PEMERINTAHAN DI TINGKAT 
KELURAHAN TERPENUHI 

Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi 

dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional 

 

IK : Jumlah Orang yang Mengikuti 

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional 
 

Terlaksananya Penanganan Konflik 

Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 
 

IK : Jumlah Laporan Konflik yang 

Ditangani Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan 



 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. Rencana Strategis dan Rencana Kerja 2025 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kecamatan  Selebar Kota Bengkulu 

telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan 

kebijakan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Rencana strategis Kecamatan Selebar 

Kota Bengkulu tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu. Renstra 

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2024-2026 terdiri dari sasaran dan 

indikator kinerja yang harus dicapai selama 3 (tiga) tahun mendatang 

sebagaimana terlampir. 

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dan harus tercapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Dengan memiliki 

tujuan berarti Kecamatan  Selebar Kota Bengkulu memiliki goal yang harus 

tercapai dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan sehingga memiliki 

acuan yang jelas dalam melayani masyarakat. Rumusan tujuan Kecamatan Selebar 

Kota Bengkulu adalah : 

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan 

Akuntabel; 

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu  kondisi yang akan 

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam 

jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dalam mencapai tujuan. 

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, 

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran didalam perencanaan 

strategis Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah : 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan; 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja; 

3. Melaksanakan Inovasi Daerah; 



 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan berupa regulasi atau 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, 

pegangan maupun petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ 

kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan serta visi dan misi. Adapun rumusan kebijakan Kecamatan Selebar 

Kota Bengkulu untuk mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi, yaitu : 

1. Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan; 

2. Optimalisasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Di Kelurahan; 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi 

pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, 

tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri 

juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outacame 

hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas. Adapun rumusan program 

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap sasaran yang dimiliki, yaitu : 

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan 

Program penunjang untuk mewujudkan sasaran yang pertama adalah : 

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 

indokator kinerja Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan Dan Pelayanan 

Publik; 

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator 

kinerja Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat; 

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator 

kinerja Cakupan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban; 

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator 

kinerja Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Kinerja Nilai 

AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Kota Bengkulu; 

3. Melaksanakan Inovasi daerah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi Dalam 

Satu tahun 

 

 



 

B. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Selebar Kota Bengkulu disusun berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen 

antara pemberi dan penerima amanah. 

Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan insatansi yang lebih tinggi kepada pimpinan  instansi 

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Perjanjian kinerja Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah 

rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun . 

Penetapan Kinerja tahun 2025 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di buat 

untuk menyelesaiakan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Kecamatan 

Selebar Kota Bengkulu, berikut penetapan Kinerja yang telah dibuat : 

 

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU 

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 

1 2 3 4 5 
1 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 
Publik Di 
Kecamatan 

Persentase Pelayanan di 
Bidang Pemerintahan, 
Pembangunan Dan 
Kemasyarakatan Yang 
Tepat Waktu 

Persen 

83 

2 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 

Meningkatnya Administrasi 
Umum, Sarana dan 
Prasarana Penunjang 
Perangkat Daerah Yang 
Dipenuhi 

Persen 

100 

  Nilai AKIP Perangkat 
Daerah 

Nilai 
BB 

3 Melaksanakan 
Inovasi Daerah 

Jumlah Inovasi Dalam Satu 
Tahun 

Jumlah 
1 

 



 

Program Anggaran (Rp) Keterangan 

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota 

7.552.934.977 DAU 

2 Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

3.332.854.455 DAU 

3 Program Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Dan Kelurahan 

1.977.708.110 DAU 

Jumlah Anggaran Tahun 2026 11.127.580.100,-  
(Sebelas Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh  Ribu 
Seratus  Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Capaian Kinerja 

Pengukuran  capaian  kinerja  yang  mencakup  penetapan  indikator  dan 

capaian kinerjanya  digunakan  untuk menilai  keberhasilan atau  kegagalan  

pelaksanaan  program, kegiatan,  maupun  sub  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  

dalam  rencana  strategis  yang dituangkan dalam rencana kerja. 

Pengukuran  kinerja  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  target  

setiap indikator  kinerja  sasaran  dengan  realisasinya.  Selain  itu,  pengukuran  

kinerja  dilakukan dengan  menggunakan  indikator  kinerja  kegiatan  dan  kinerja  

sasaran  dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan 

program dan kegiatan. Kinerja kegiatan  merupakan  tingkat  pencapaian  target  

dari  masing-masing  kelompok  indikator kinerja  kegiatan.  Kinerja  sasaran  

merupakan  tingkat  pencapaian  dari  masing -masing indikator  sasaran.  

Pengukuran  tingkat  pencapaian  sasaran  didasarkan  pada  data pencapaian hasil 

pengukuran kinerja kegiatan. 

Pengukuran  capaian  kinerja  kegiatan  pada  Kecamatan  Selebar Kota 

Bengkulu telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih 

terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap 

kegiatan disesuaikan dengan sifat  kegiatan  masing-masing,  sehingga  kegiatan-

kegiatan  tersebut  dapat  diukur pencapaiannya. 

Untuk  mencapai  target  dari  masing-masing  sasaran  maka  perlu  

diketahui efisensi  sasaran,  caranya  adalah  menggunakan  metode  pengukuran  

kinerja  dengan membandingkan  rata-rata  prosentase  capaian  kinerja  SKPD  

dengan  prosentase penyerapan  anggaran,  jika  rata-rata  prosentase  capaian  

kinerja  lebih  kecil  dari prosentase  serapan  anggaran  maka  belum  efisensi,  

tetapi  jika  rata-rata  prosentase anggaran lebih besar dari prosentase serapan 

anggaran maka sudah efisiensi. 

Dengan melihat Capaian kinerja Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 

sepanjang tahun 2019-2023  maka akan dapat dilakukan : 



 

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Capaian  Tahun 2025; 

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya (5 tahun 

periode renstra 2019-2023); 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Terakhir Renstra; 

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan 

Kinerja Serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya; 

6. Realisasi anggaran; 

 

Metode  Pengukuran  Kinerja   yang  di  gunakan  Kecamatan  Selebar Kota 

Bengkulu adalah membandingkan realisasi  rencana  yaitu  apabila  semakin  tinggi  

realisasi  menunjukan tingginya  kinerja  atau  semakin  rendahnya  realisasi  

menunjukan  semakin  rendahnya kinerja adapun rumusnya sebagai berikut : 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎
 𝑥 100% 

 

Berikut akan di sajikan pernyataan kinerja sasaran strategis beserta analisis 

kinerja : 

1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Tahun 2025 

Kecamatan  Selebar Kota Bengkulu telah  Menetapkan  Indikator Kinerja 

Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. 

Upaya untuk  meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Selebar juga melakukan 

review terhadap indikator  kinerja  utama  dengan  memperhatikan  capaian  

kinerja,  permasalahan dan  isu-isu  strategis  yang  sangat  mempengaruhi  

keberhasilan  suatu  organisasi.  Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama  

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2025.  

 

 

 

 



 

Tujuan Sasaran Program Indikator Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
yang 
berkinerja 
tinggi dan 
akuntabel 

Meningkatn
ya kualitas 
pelayanan 
publik di 
kecamatan 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

Persentase 
Sarana dan 
Prasarana 
Penunjang 
Perangkat 
Daerah 
Yang 
Dipenuhi 

100% 95% 95% 

    Program 
Penyelenggar
aan 
Pemerintahan 
Dan 
Pelayanan 
Publik 

Cakupan 
Penyelengg
aran 
Pemerintah
an Dan 
Pelayanan 
Publik 

86% 94.55% % 

    Program 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
Desa Dan 
Kelurahan 

Cakupan 
Pemberday
aan Kepada 
Masyarakat 

47% 88.5% % 

    Program 
Koordinasi 
Ketentraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

Cakupan 
Koordinasi 
Ketentrama
n Dan 
Ketertiban 

100% 99.5% % 

    Program 
Penyelenggar
aan Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

Cakupan 
Stabilitas 
Penyelengg
araan 
Pemerintah
an Umum 

100% 90.88% % 

 

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya (5 

tahun periode rentra 2019-2023) 

Secara  umum  Kecamatan  Selebar Kota Bengkulu telah  dapat 

melaksanakan  tugas  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  

ditetapkan dalam  Renstra  2019-2023.  Sasaran  dan  indikator  sasaran  pada  

tahun  2025 berbeda dengan tahun  sebelumnya. Namun Keberhasilan pencapaian 

sasaran di tahun-tahun sebelumnya berdampak positif terhadap sasaran di tahun 

2025. Secara umum, capaian kinerja tahun 2024 dapat dipertahankan dan bisa 

ditingkatkan pada Tahun 2025. 



 

Tujuan Sasaran Indikator 
Realisasi  

2019 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 
202

5 
Meningkatny
a kualitas 
pelayanan 
publik di 
kecamatan 

Meningkatn
ya 
Pelayanan  
Dibidang 
Pemerintah
an,  
Pembangun
an, dan  
Kemasyara
katan 

Persentase 
Kecamatan  
Yang 
Berkinerja 
Prima 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

  

  Persentase  
Kelurahan  
Yang 
Berkinerja 
Prima 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

  

  Persentase  
Partisipasi  
Masyarakat 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

  

Meningkatny
a 
penyelenggar
aan 
pemerintaha
n yang 
berkinerja 
tinggi dan 
akuntabel 

Meningkatn
ya kualitas 
pelayanan 
publik di 
kecamatan 

Cakupan  
Penyelengg
araan  
Pemerintah
an Dan 
Pelayanan 
Publik 

     86% 94.5
5% 

    Cakupan 
Pemberday
aan Kepada 
Masyarakat 

     62% 88.5
% 

    Cakupan 
Koordinasi 
Ketentrama
n Dan 
Ketertiban 

     55% 99.5
% 

    Cakupan 
Stabilitas 
Penyelengg
araan 
Pemerintah
an Umum 

     90% 90.8
8% 

 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Terakhir Renstra 

Pengukuran  kinerja  terhadap  indikator  kinerja  yang  telah  dicapai  pada  

tahun 2024  dibandingkan  dengan  target  pada  Renstra  Kecamatan  Selebar Kota 

Bengkulu.  Target  kinerja Tahun  2024  telah  sesuai  dengan  target  pada  Renstra  

Kecamatan  Selebar Kota Bengkulu Tahun 2025 



 

 

Tujuan Sasaran Indikator 
Target 

Realisas
i 

Realisas
i  

202
4 

2025 2026 2024 
2025 

Meningkatnya 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
yang 
berkinerja 
tinggi dan 
akuntabel 

Meningkatn
ya kualitas 
pelayanan 
publik di 
kecamatan 

Cakupan  
Penyelenggara
an  
Pemerintahan 
Dan Pelayanan 
Publik 

85% 86% 87% 101% 94.55% 

    Cakupan 
Pemberdayaan 
Kepada 
Masyarakat 

46% 47% 48% 135% 88.5% 

    Cakupan 
Koordinasi 
Ketentraman 
Dan 
Ketertiban 

100
% 

100% 100% 55% 99.5% 

    Cakupan 
Stabilitas 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
Umum 

100
% 

100% 100% 90% 90.88% 

 

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau  Peningkatan/ 

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 

Beberapa  permasalahan  yang  menjadi  penghambatan  dalam  upaya  

pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :   

1. Masalah sumber daya manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

upaya pencapaian target kinerja keuangan. SDM yang ada pada saat ini secara 

umum masih terbatas  jumlahnya  khususnya  yang  memiliki  kualitas  atau  

skill  sesuai  kebutuhan, sehingga  penerapan  “the  right  man  on  the  right  

place”  belum  sepenuhnya  dapat dilaksanakan. 

2. Strategi Pemecahan Masalah 

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan 

SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan 

mengikutsertakan setiap diselenggarakan  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan,  

bimbingan  teknis,  pembinaan-pembinaan,  sosialisasi  dan  lain-lain  baik  



 

formal  maupun  non  formal  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

maupun pihak lain yang berkompeten. 

3. Masalah Sarana dan Prasarana 

Disamping  SDM,  sarana  dan  prasarana  merupakan  salah  satu  faktor  

yang sangat  penting  dalam  manajemen  dalam  upaya  pencapaian  target  

kinerja  keuangan. Kondisi  sarana  dan  prasarana  pendukung  pelaksanaan  

program  dan  kegiatan  dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan 

secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. 

4. Strategi Pemecahan Masalah 

Untuk  mengatasinya  dengan  melakukan  penambahan  sarana  dan  prasarana  

sesuai  kebutuhan  secara  bertahap  mengingat  kemampuan  anggaran  yang  

terbatas, dimana  penambahan-penambahan  tersebut  disesuaikan  dengan  

standar  kualitas  yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharan secara rutin dan 

berkala juga dilakukan agar sarana  dan  prasarana  tetap  dapat  dimanfaatkan  

sesuai  fungsinya  dalam  upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan 

guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien. 

5. Peraturan atau Kebijakan yang berubah. 

Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  beberapa  tahun  terakhir  ini  telah  

terjadi  beberapa  kali  perubahan  terhadap  peraturan  perundang -undangan  

yang mengatur  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Adanya  perubahan-

perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan  

program  dan  kegiatan.  Untuk  dapat  memahami  peraturan  tersebut 

memerlukan  waktu  secara  bertahap.  Adanya  perbedaan  dalam  pemahaman  

system dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan  program 

kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target 

kinerja keuangan. 

Tujuan Sasaran Indikator Analisis Program 

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
berkinerja tinggi 
dan akuntabel 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
di kecamatan 

Cakupan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

    Cakupan 
Pemberdayaan 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Dan 



 

Kepada Masyarakat Kelurahan 

    Cakupan Koordinasi 
Ketentraman Dan 
Ketertiban 

Program Koordinasi 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

    Cakupan Stabilitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum 

Program Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Umum 

 

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja 

dengan capaian anggaran pada tahun 2025. Analisis tersebut ditunjukkan dalam 

Lampiran 

Sasaran Indikator 
KINERJA ANGGARAN Efisiensi 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Pagu Realisasi 

Capaian 
(%) 

 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik di 
kecamatan 

Cakupan  
Penyelenggara
an  
Pemerintahan 
Dan Pelayanan 
Publik 

86% 94.55% 94.55% 216.831.420 205.013.600 94.55% 1% 

  Cakupan 
Pemberdayaan 
Kepada 
Masyarakat 

47% 88.5% 88.5% 0 0 0 100% 

  Cakupan 
Koordinasi 
Ketentraman 
Dan Ketertiban 

100
% 

99.5% 99.5% 0 0 0 100% 

  Cakupan 
Stabilitas 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
Umum 

100
% 

90.88% 90.88% 0 0 0 100% 

 

6. Realisasi Anggaran 

Realisasi  anggaran  Kecamatan  Selebar Kota Bengkulu tahun  2025 adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

BAB IV 
PENUTUP 

 

 

Laporan  Kinerja  tahun  2025  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  

instansi  pemerintah dalam merealisasikan rencana-rencana yang telah disusun 

dalam Renstra (Rencana  Strategis) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan 

pendukung dalam melaksanakan rencana serta upaya antisipatif dalam 

meminimalisir permasalahan yang ada. 

Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu 

belum dapat  melaksanakan  kewenangan  sepenuhnya,  hal  ini  dikarenakan  

dalam  penyusunan Program  dan  Kegiatan  belum  mengimplementasikan  tugas  

pokok  dan  fungsi,  sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat 

dilaksanakan secara optimal. 

Demikian  Laporan  Kinerja  tahun  2025  Kecamatan  Selebar Kota 

Bengkulu disusun,  meskipun masih jauh dalam kaidah-kaidah kepatutan dan 

kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi 

menyempurnakan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat 

bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 

 

 

                                                                                         Kota Bengkulu,   Januari 2026 
 


